
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : AHMAD MASYHURI, SH. 

NIP. 

Jabatan 

: 196901161994011001 

: Kepala Dinas Dinas Koperasi UKM Prov. NTB 
 
 

Dengan ini menerangkan bahwa dalam Kuesioner Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 terdapat beberapa poin penilaian yang tidak 

disyaratkan dan masih berproses  di tempat kami. Poin penilaian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

A. Tidak Disyaratkan 

 

 
A 

 

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT 
Menyediakan Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat 

 
1 

Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah 
diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 
meliputi: 

Ket 

3 Spesifikasi Teknis; 
tidak disyaratkan 

4 Rancangan Kontrak; Tidak 
disyaratkan 

5 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; tidak disyaratkan 

6 
Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data 
Pemilihan; 

tidak disyaratkan 

7 Daftar Kuantitas dan Harga; 
tidak disyaratkan 

8 Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 
tidak disyaratkan 

9 Gambar Rancangan Pekerjaan; tidak disyaratkan 

10 
Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, 
termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

tidak disyaratkan 

11 Dokumen Penawaran Administratif; tidak disyaratkan 

12 Surat Penawaran Penyedia; tidak disyaratkan 

 

13 

Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

 

tidak disyaratkan 

14 Berita Acara Pemberian Penjelasan; tidak disyaratkan 

15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi; tidak disyaratkan 

16 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; tidak disyaratkan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id



17 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; tidak disyaratkan 

18 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; tidak disyaratkan 

19 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 
tidak disyaratkan 

22 Surat Jaminan Pelaksanaan; tidak disyaratkan 

23 Surat Jaminan Uang Muka; tidak disyaratkan 

24 Surat Jaminan Pemeliharaan; tidak disyaratkan 

25 Surat Tagihan; tidak disyaratkan 

26 Surat Pesanan E-purchasing; 
tidak disyaratkan 

28 Surat Perintah Pencairan Dana; tidak disyaratkan 

29 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; tidak disyaratkan 

 Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang 
relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. 
Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan 
secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK 
DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan" 

tidak disyaratkan 

 

 

 
B. Data masih dalam Proses Dengan Kominfo 

 

II DAFTAR INFORMASI PUBLIK Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama SKPD Provinsi 

1 SKPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasasi Tahun 

2024 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 

III INFORMASI DIKECUALIKAN Informaasi Dikecualikan sesuai fungsi utama SKPD Provinsi 

1 SKPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai 

standar Perki 1 Tahun 2021 
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C. Data Masih Berproses 

 

 
JENIS INFORMASI 

2 
Menyediakam dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut 
dokumen pendukungnya; 

A Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi SKPD Provinsi 
atau bentuk lainnya Tahun 2022 - 2024 

b Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2022 - 2024 

c Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2022 - 2024 

d Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2022-2024 

e Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 - 2024 

4 Menyediakam dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau 
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang 
diberikan 2022- 2024 

5 Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang 
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2022-2024; 

 
Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 

KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

AHMAD MASYHURI, SH 
Pembina Utama Madya 

NIP. 196901161994011001 
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